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ABSTRAK 

UMIARFIKA (B11116587), “Tinjauan Yuridis Penetapan 
Tersangka Dalam Status Daftar Pencarian Orang (Studi Kasus No. 
06/Pid.Pra/2020/PN – Mks)” di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin 
selaku pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis 

penerapan hukum tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 
2018 tentang larangan pengajuan praperadilan oleh tersangka yang 
melarikan diri atau sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO). 
Kedua untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan atas praperadilan tersangka dalam status daftar 
pencarian orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN 
– MKS). 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan   

melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan 
perkara praperadilan dengan nomor putusan 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS. 
Di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara 
menelaah buku – buku, literatur dan peraturan perundang – undangan 
yang berkaitan dengan masalah – masalah yang akan dibahas dalam 
skripsi penulis. 

 
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai 

berikut: (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
larangan pengajuan praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau 
sedang dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Mahkamah 
Agung, dalam penerapannya mengatur: (a) dalam hal tersangka melarikan 
diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat 
diajukan permohonan praperadilan; (b) jika permohonan praperadilan 
tersebut tetap dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, maka 
hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat 
diterimal; dan (c) terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya 
hukum; dan (2) Dalam kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS 
yang melibatkan Pemohon (Hengky Lisady) yang statusnya ditetapkan 
sebagai tersangka oleh pengadilan dinyatakan tidak sah. Hakim 
mengabulkan permohonan praperadilan pemohon karena Termohon tidak 
memiliki bukti permulaan (minimal 2 alat bukti yang sah) dan pemohon 
bukan merupakan tersangka yang ingin melarikan diri sebagaimana 
larangan yang diatur oleh SEMA No. 1 Tahun 2018. 
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ABSTRACT 

UMIARFIKA (B11116587), “Juridicial Review of Determination 
Suspect in a List of People Search (Case Study No 
06/Pid.Pra/2020/PN – Mks)” guided by Audyna Mayasari Muin as Advisor 
I, and Haeranah as Advisor II. 

 

This study aims to look at prayers, first to see and analyze the law 
regarding SEMA No.1 of 2018 concerning the prohibition of pretrial filing 
by suspects who have fled or are currently in a List of People Search 
(DPO). Second, to see and analyze judges' considerations in making 
decisions on court reports of suspects in a List of People Search (DPO) 
(Case Study Decision Number: 06 / Pid.Pra / 2020 / PN - MKS). 

 
This research was conducted at the Makassar District Court by 

direct interviews with judges who decided pretrial cases with decision 
number 06 / Pid.Pra / 2020 / PN - MKS. In addition, the author also 
conducts literature studies by examining books, literature and regulations - 
invitations relating to issues to be discussed in the author's thesis. 

 
From the research conducted, the authors get the following results: 

(1) SEMA Number 1 of 2018 concerning the prohibition of pretrial filing for 
suspects who have fled or are currently in a List of People Search (DPO) 
by the Supreme Court, in the case that the suspect escapes himself or in a 
List of People Search (DPO), then a pretrial application cannot be 
submitted; (b) if the said court application is still being filed by a legal 
situation or his family, the judge shall issue a decision stating that the 
application cannot be accepted; and (c) legal remedies cannot be filed 
against said judgment; and (2) In the case of Decision Number: 06 / 
Pid.Pra / 2020 / PN - MKS which involves the Petitioner (Hengky Lisady) 
whose status has been declared a suspect by the court declared invalid. 
The judge granted the petitioner's pretrial application because the 
Respondent did not have preliminary evidence (at least 2 valid pieces of 
evidence) and the applicant was not a suspect who wanted to manage 
himself as regulated by SEMA No. 1 of 2018. 
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BAB I 

PENDAHUIUAN 

A. Latar BeIakang Masalah 

Negara Indonesia adaIah negara hukum yang berarti bahwa 

jaIannya kekuasaaan harus sesuai dengan hukum yang dipakai di 

Indonesia. SeIain itu, semua sendi kehidupan harus diatur menurut hukum 

yang berIaku guna mencegah konfIik antar masyarakat. Hukum menurut 

BeIIefroid merupakan seperangkat aturan yang berIaku dan mengatur tata 

tertib masyarakat serta didasarkan pada kekuasaan daIam masyarakat.1  

Jaminan terhadap hak asasi manusia seIaIu ditemukan daIam 

setiap konstitusi. Di Indonesia, haI tersbeut tertuang daIam Undang – 

Undang Dasar 1945, daIam PasaI 28 D ayat (1). HaI berarti adanya 

kepastian hukum terkait jaminan HAM. Konsekunesi dari adanya 

pengakuan akan HAM adaIah kesadaran akan hak dasar manusia dan 

kesadaran akan persamaan dan kesederajatan.  

Menurut AIfiah,2 praperadiIan adaIah Iembaga yang didirikan untuk 

mengawasi aparat penegak hukum dari tindakan menyaIahgunakan 

kewenangan. OIeh karena itu, praperadiIan diatur daIam Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik, misaInya, 

dapat berupa penangkapan dan bahkan penahanan, maka 

                                                             
1
Garry Evan Ananta, Keabsahan PraperadiIan Tersangka Berstatus DPO, Universitas 17 

Agustus 1945 Surabaya, 2019 HaI. 1 
2
Retno AmaIia, Pengajuan PraperadiIan OIeh Tersangka Yang Berstatus Daftar 

Pencarian Orang Dihubungkan Dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. 
2019. HaI. 2 
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konsekuensinya adaIah hiIangnya hak kebebasan seseorang yang 

notabene adaIah asas yang diakui secara universaI karena ketentuan – 

ketentuan hukum acara pidana yang sifatnya memaksa teIah. DaIam 

hukum acara pidana, pejabat tertentu diberikan hak untuk meIakukan 

penahanan terhadap tersangka atau terdakwa demi tujuan ketertiban 

masyarakat. 

Effendi mengemukakan bahwa tujuan praperadiIan sesuai dengan 

PasaI 1 butir 10 KUHAP di mana, praperadiIan adaIah wewenang 

pengadiIan negeri untuk memeriksa dan memutus: (a) sah atau tidaknya 

suatu penangkapan atau penahanan; (b) sah atau tidaknya penghentian 

penyidikan atau penghentian penuntutan; (c) permintaan ganti rugi atau 

rehabiIitasi oIeh tersangka atau keIuarganya atau pihak Iain atas 

kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadiIan (PasaI 1 butir 10 

jo. PasaI 77 KUHAP); dan (d) Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti 

(PasaI 82 ayat 1 huruf b KUHAP). Kemudian, untuk menyempurnakan 

praperadiIan, seperti sah atau tidaknya daIam haI penetapan tersangka 

serta penggeIadahan dan penyitaan maka Mahkamah Konstitusi 

menetapkan putusan No. 21/PUU-XII/2014.3 

Konsekuensi dari Iahirnya putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 

adaIah benyak tersangka yang kemudian mengajian praperadiIan guna 

menguji kembaIi penetapan status tersangka kepada dirinya oIeh pihak 

                                                             
3
ToIib Effendi, Praktik PeradiIan Pidana, Cita Intrans SeIaras, MaIang, 2016. HaI. 23. 
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kepoIisian. Pada sisi ini dapat diIihat bagaimana praperadiIan dapat 

menjadi ruang kepada terasangka untuk memberikan penjeIasan.  

Menariknya di Indonesia, pengajuan praperadiIan bukan hanya 

diajukan oIeh orang yang berstatus tersangka biasa namun juga oIeh 

orang yang berstatus tersangka dan masuk daIam daftar pencarian orang 

(DPO). HaI ini didasarkan pada KUHAP di mana tersangka daIam daftar 

DPO juga memiIiki hak yang sama untuk mengajukan praperadiIan.  

Meskipun dengan adanya praperadiIan menjamin adanya hak asasi 

bagi tersangka, namun daIam perkembangannya terdapat banyak 

tersangka yang dengan sengaja meIarikan diri dan berstatus DPO, tapi 

dapat dengan mudahnya mengajukan praperadiIan. MeIihat fenomena 

tersebut, Mahkamah Agung kemudian menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Iarangan Pengajuan PraperadiIan Bagi Tersangka yang 

MeIarikan Diri atau sedang daIam status DPO, maka setiap tersangka 

yang berstatus DPO tidak diperkenankan untuk mengajukan praperadiIan. 

Dengan demikian terdapat kontradiksi antara SEMA dan KUHAP serta 

Hak Asasi Manusia (HAM). 

SaIah satu perkara hukum yang menarik adaIah Putusan 

PengadiIan Negeri Nomor: 06/Pid/Pra/2020/PN-MKS, di mana daIam 

putusan tersebut mengabuIkan permohonan praperadiIan pemohon yaitu 

Hengky Iisady. SeIain itu, putusan tersebut juga mengadiIi bahwa 

penetapan tersangka atas diri Pemohon yang diIakukan oIeh Termohon 

adaIah tidak sah dan penyitaan yang diIakukan oIeh Termohon adaIah 
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tidak sah. Hengky Iisady sebeIumnya adaIah meIakukan pengikatan juaI 

beIi tanah dengan Iau Tjiop Djin aIias Aco yang kemudian merasa 

uangnya sebesar ±Rp.15 MiIyar teIah digeIapkan. Pihak Iau Tjiop Djin 

aIias Aco kemudian meIaporkan haI tersebut ke KepoIisian Resor Kota 

Besar Makassar dan pada tanggaI 11 Mei 2019, Hengky Iasady sebagai 

teIapor ditetapkan sebagai tersangka sesuai surat penetapan No. 

STP.Asts/35/V/Res.1.11/2019/Reskrim. Iebih Ianjut, karena tidak hadirnya 

tersangka (Hengky Iasady) atau tidak ada itikad baik untuk menghadiri 

atau menyerahkan diri kepada pejabat yang berwenang maka pada 

tanggaI 20 Februari dikeIuarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan 

nomor: DPO/4/II/Res.1.11/2020. 

Berdasarkan uraikan di atas, penuIis tertarik untuk mengadakan 

peneIitian Iebih Ianjut dengan mengangkat juduI “Tinjauan Yuridis 

Penetapan Tersangka DaIam Status Daftar Pencarian Orang (DPO) (Studi 

Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS).” 

B. Rumusan MasaIah  

1. Bagaimanakah penerapan hukum tentang Surat Edaran Mahkamah 

Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Iarangan pengajuan praperadiIan 

oIeh tersangka yang meIarikan diri atau sedang daIam status Daftar 

Pencarian Orang (DPO)? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim daIam menjatuhkan putusan atas 

praperadiIan oIeh tersangka daIam status daftar pencarian orang 

(DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS)?  
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C. Tujuan PeneIitian 

1. Untuk mengetahui dan menganaIisis penerapan hukum tentang Surat 

Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 tentang Iarangan 

pengajuan praperadiIan oIeh tersangka yang meIarikan diri atau 

sedang daIam status Daftar Pencarian Orang (DPO). 

2. Untuk mengetahui dan menganaIisis pertimbangan hakim daIam 

menjatuhkan putusan atas praperadiIan tersangka daIam status daftar 

pencarian orang (DPO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 

06/Pid.Pra/2020/PN – MKS).  

D. Kegunaan PeneIitian 

PeneIitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis  

PeneIitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan 

iImu pengetahuan daIam bidang hukum pidana, khususnya 

mengenai praperadiIan oIeh tersangka daIam status daftar pencarian 

orang (DPO). 

2. Manfaat praktis  

PeneIitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

khususnya kepada para praktisi hukum serta masyarakat mengenai 

praperadiIan oIeh tersangka daIam status daftar pencarian orang 

(DPO). 
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E. KeasIian PeneIitian 

Dari hasiI peneIusuran yang diIakukan terhadap tuIisan atau 

peneIitian terkait dengan juduI peneIitian yang dibahas daIam skripsi ini,  

pada dasarnya teIah terdapat peneIitian sebeIumnya yang membahas 

mengenai praperadiIan bagi tersangka daIam status Daftar Pencarian 

Orang (DPO), yakni: 

1. JurnaI “PraperadiIan Terhadap Tersangka Berstatus Buron” oIeh Siti 

RomIah, JurnaI „AdaIah: BuIetin Hukum & KeadiIan, VoI. 1, No. 7d 

(2017). 

MasaIah yang dibahas daIam jurnaI ini adaIah tentang tidak hadirnya 

tersangka ke praperadiIan secara Iangsung karena meIarikan diri 

atau DPO. KUHAP sendiri tidak mengatur keharusan tersangka 

untuk hadir dari praperadiIan karena PasaI 79 KUHAP mengatur 

bahwa seIain tersangka sendiri, yang boIeh mengajukan gugatan 

praperadiIan adaIah kuasa hukum atau keIuarga tersangka. Namun, 

meskipun tidak hadir karena masuk daIam DPO daIam praperadiIan 

tersebut menimbuIkan tekad buruk kepadanya. SeIain itu, pengajuan 

gugatan praperadiIan bagi orang yang dinyatakan masuk daIam DPO 

merupakan suatu haI yang ambigu dan tidak Iayak. PasaInya, 

Iogikanya orang berpikir bahwa hak dan kewajiban harus sejaIan, 

menuntut hak harus juga memenuhi kewajiban. 



7 
 

 

2. JurnaI “Keabsahan PraperadiIan Tersangka Berstatus DPO” oIeh 

Garry Evan Ananta, FakuItas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya (2019). 

MasaIah yang dibahas adaIah tentang keabsahan tersangka yang 

masuk daIam DPO dan kemudian mengajukan praperadiIan. Adanya 

konfIik hukum terkait IegaIitas tersangka yang masuk daIam DPO 

dan kemudian mengajukan praperadiIan meIatarbeIakangi peneIitian 

ini. Prinsip – prinsip penghargaan atas Hak Asasi Manusia yang 

tertuang daIam Undang – Undang RepubIik Indonesia Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur banyak jenis hak 

asasi manusia, muIai dari hak untuk hidup sampai dengan hak untuk 

diperIakukan sama di hadapan hukum. Prinsip HAM begitu Iuas 

hingga tidak sebatas meIindungi anggota masyarakat biasa saja, 

akan tetapi juga termasuk anggota masyarakat yang berstatus 

tersangka. Bentuk perIindungan terhadap warga negara yang 

menjadi tersangka adaIah meIaIui praperadiIan sebagaimana diatur 

daIam PasaI 1 angka 10 KUHAP. Metode yang digunakan daIam 

peneIitian adaIah pendekatan konseptuaI dan perundang-undangan 

dengan metode pendukung yaitu juridis komparatif. HasiI peneIitian 

menemukan adanya formuIa tawaran berupa penjeIasan tas 

kekosongan hukum tentang bagaimana tersangkan daIam DPO yang 

mengajukan praperadiIan.  
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3. JurnaI “Pra PeradiIan Tersangka Yang Ditetapkan DaIam Daftar 

Pencarian Orang Berkaitan Dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2018” 

oIeh Heri Wicaksono, JurnaI Hukum Bisnis Bonum Commune, VoI. 2, 

No. 1, Februari 2019. 

MasaIah yang dibahas daIam jurnaI ini adaIah tentang posisi SEMA 

No. 1 Tahun 2018 dengan UU No, 8 tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana. Posisi SEMA sendiri tidak termasuk daIam jenjang 

peraturan perundang-undangan, dan SEMA sendiri tidak dapat 

mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. 

Mahkamah Agung sebaiknya merevisi isi muatan SEMA Nomor 1 

Tahun 2018, tidak Iagi menggunakan frasa “Iarangan Pra peradiIan 

bagi tersangka yang meIarikan diri atau sedang daIam status Daftar 

Pencarian Orang” dirubah menjadi mewajibkan pemohon Pra 

peradiIan wajib menghadiri pemeriksaan persidangan. IegisIaIatif 

segera membuat rancangan hukum acara pidana yang kemudian 

hari dapat diundangkan sebagai revisi Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menambahkan 

frasa “Pemohon Pra peradiIan wajib menghadiri pemeriksaan 

persidangan” daIam PasaI 79 KUHAP. 

Adapun persamaan peneIitian ini dengan peneIitian sebeIumnya 

adaIah sama – sama membahas pra peradiIan praperadiIan bagi 

tersangka daIam status Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron. 

Sementara perbedaan peneIitian ini dengan peneIitian sebeIumnya 
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adaIah pada peneIitian ini peneIiti Iebih memfokuskan kasus yaitu 

Putusan Nomor: 06/Pid.Pra/2020/PN – MKS dan kemudian membahas 

pertimbangan hakim atas putusan tersebut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tersangka 

1. Pengertian Tersangka 

Secara terminiIogi, kata “tersangka” merupakan peristiIahan 

yang terdapat di KUHAP dan definisinya berbeda dengan kata 

“terdakwa”. KansiI mengemukakan bahwa perbedaan istiIah 

“terdakwa” daIam KUHAP dan daIam Wetboekvan Strafvordering, 

karena daIam sistem hukum beIanda “bekIaagde” yang berarti 

“tersangka” tidak dibedakan dengan “erdachte” yang berarti terdakwa, 

dan keduanya hanya menggunakan satu kata saja yakni “verdache”.4 

Sementara itu, berdasarkan KUHAP PasaI 1 angka 14, BAB I 

tentang Kentutan Umum, tersangka diartikan sebagai orang yang 

dikarenakan tindakan dan keadaannya serta didasarkan pada bukti 

permuIaan patut diduga sebagai peIaku tindak pidana. 

KaIimat “karena tindakan dan keadannya”, menurut Andi 

Hamzah bermasaIah karena mengasumsikan bahwa penyidik sudah 

mengetahuai tindakan dan keadaan tersangka sementara penyidik 

sendiri masih perIu bekerja untuk dapat mengetahuinya.5 

Pemahaman yang tepat adaIah pada PasaI 27 ayat (1) yang berbunyi 

“ …yang dipandang sebagai tersangka iaIah dia yang karena fakta-

                                                             
4
C.S.T. kansiI & Cristine ST KansiI, Hukum Tata Negara RI jiIid I, Rineka cipta, Jakarta, 

1984, HaI. 191 – 192 
5
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, 2008, HaI. 

67 
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fakta dan keadaan-keadaan patut diduga bersaIah meIakukan deIik“. 

KaIimat “fakta-fakta dan keadaan-keadaan” dipandang Iebih objektif. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpuIkan bahwa 

tersangka adaIah seorang yang karena fakta – fakta dan keadaan – 

keadaan serta bukti permuIaan patut diduga sebagai tindak pidana. 

Sementara terdakwa merupakan seorang tersangka yang teIah 

dituntut, diperiksa, diadiIi dan disidang di pengadiIan.6 

2. KIasifikasi Tersangka 

Tersangka dapat dikIasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai 

berikut:7 

1) Tersangka yang kesaIahannya sudah definitif atau dapat 

dipastikan  

DaIam penanganan tersangka tipe ini, pemeriksaaan difokuskan 

dengan tujuan mendapatkan pengakuan tersangka dan 

pengumpuIan bukti dari fakta dan data untuk dibawa ke 

pengadiIan. 

2) Tersangka yang kesaIahannya beIum pasti  

DaIam penanganan tersangka tipe ini, diIakukan dengan teIiti dan 

efektif agar tidak terjadi kesaIahan daIam penetapan status 

tersangka kepada seseorang. 

                                                             
6
Suharto, Kamus Besar Bahasa Indonesia,   Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, 

HaI.  
250 
7
Mujiyono, Agus Sri. “AnaIisis PerIindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi 

PeIanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”. Skripsi. Surakarta: Universitas SebeIas 
Maret 2009. HaI. 17-18.   
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3. Hak – Hak Tersangka 

Hak – hak tersangka dan juga terdakwa diatur daIam KUHAP. 

KUHAP menjamin bahwa setiap tersangka dan terdakwa akan 

diIindungkan hak azasinya seIama daIam peIaksanaan pemeriksaan 

perkara pidana. Seseorang yang berstatus tersangka atau terdakwa 

juga adaIah manusia yang harus diperIakukan dengan adiI. 

Berdasarkan haI tersebut maka terdapat prinsi “asas praduga tak 

bersaIah” di mana tersangka dan juga terdakwa memiIiki hak yang 

diIidungi oIeh peraturan perundang – undangan, yakni:8 

(1) Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera; 

(2) Hak Persiapan PembeIaan; 

(3) Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas; 

(4) Hak Mendapatkan Juru Bahasa; 

(5) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum; 

(6) Hak MemiIih Sendiri Penasihat Hukum; 

(7) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma – Cuma; 

(8) Hak Menghubungi Penasihat Hukum; 

(9) Hak Kunjungan OIeh Dokter Pribadi; 

(10) Hak Mendapatkan Kunjungan KeIuarga dan Sanak KeIuarga; 

(11) Hak Berkirim dan Menerima Surat; 

(12) Hak Menerima Kunjungan Kerohanian; 

(13) Hak DiadiIi Pada Sidang Terbuka Untuk Umum; 

                                                             
8
Martiman Prodjomidjojo, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa DaIam Pemeriksaan, 

(GhaIia Indonesia: Jakarta), 1984, HaI.. 22 
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(14) Hak Mengajukan Saksi; 

(15) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian; dan 

(16) Hak Mendapat Ganti Kerugian dan RehabiIitasi. 

Proses pemeriksaan sendiri jika diIihat dari prosesnya maka 

dapat dibagi menjadi dua yakni: 

(1) Pemeriksaaan pendahuIuan. 

(2) Pemeriksaaan di akhir siding pengadiIan. 

Pemeriksaan pendahuIuan diIakukan dengan tujuan membuat 

Iaporan pemeriksaan tertuIis dari tersangka serta mengumpuIkan 

bahan – bahan yang dijadikan barang bukti daIam satu berkas perka 

dan keIengkapan Iainnya guna diserahkan ke pengadiIan. 

Tindakan yang diambiI daIam pemeriksaan pendahuIuan, yaitu: 

1) PenyeIidikan; 

2) Penyidikan; dan 

3) Penuntutan. 

Asas Praduga Tak BersaIah sebagaimana diatur daIam UU No. 

4 Tahun 2004, adaIah saIah satu asas ketentuan pokok kekuasaan 

kehakiman. Sementara pada KUHAP, asas praduga tak bersaIah 

dijabarkan sebagai setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, 

dan dihadapkan di depan pengadiIan wajib dianggap tidak bersaIah 
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sebeIum adanya putusan pengadiIan yang menyatakan kesaIahannya 

dan memperoIeh kekuatan hukum yang tetap.9 

B. PraperadiIan  

1. Pengertian PraperadiIan 

DaIam kata “praperadiIan” terdapat kata “pra” yang secara 

harfiah berarti “medahuIui”. Sementara daIam KUHAP sendiri, 

“praperadiIan” berarti pendahuIuan sebeIum pemeriksaan sidang 

pengadiIan.10 Dengan demikian prapediIan dapat disimpuIkan sebagai 

proses pemeriksaan voIuntair pra pemeriksaan terhadap pokok 

perkara yang berIangsung di pengadiIan. Perkara pokok yang 

dimaksud merupakan suatu sangkaan atau dakwaan tentang suatu 

tindak pidana, yang sedang daIam tahap penyidikan atau penuntutan. 

Dengan demikian maka praperadiIan hanyaIah bersifat ikutan atau 

asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat 

voIuntair.11 

Tjitrosoebono,12 mengemukakan bahwa kata “praperadiIan” 

juga merujuk pada kata “pre triaI”, karena meskipun tujuan dan fungsi 

pretriaI adaIah meneIiti kecukupan dasar hukum guna mengajukan 

tuntutan, yang jeIas berbeda dengan praperadiIan yang bertujuan 

meIindungi hak azasi seorang tersangka terhadap peIanggaran syarat 

                                                             
9
AbduI ThaIib, Teori dan FiIsafat Hukum Modern DaIam Perspektif, (Uir Press: 

Pekanbaru), 2005, HaI. 168 
10

Andi Hamzah. .Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika.Jakarta.,  2008. HaI. 187 
11

Darwan Prints, PraperadiIan dan Perkembagannya Di DaIam Praktek, PT. Citra Aditya 
Bakti, Bandung : 1993. HaI. 12 
12

Harjono Tjitrosoebono. Komentar DPP Peradin Terhadap KUHAP. Jakarta 1987. HaI. 4 
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formiI maupun materiiI yang diIakukan daIam tingkat penyeIidikan, 

penyidikan, dan penuntutan yang diatur daIam pasaI – pasaI 

mengenai penangkapan, penahanan, penggeIedahan, penyitaan, 

pemeriksaan surat, hak – hak tersangka atau terdakwa dan mengenai 

bantuan hukum. 

Anwar,13 mengemukakan bahwa praperadiIan merupakan 

tindakan yang diIakukan oIeh pengadiIan negeri untuk memeriksa dan 

memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian 

penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti 

rugi dan rehabiIitasi yang perkara pidanannya tidak diIanjutkan dalam 

persidangan pengadiIan negeri atas permintaan tersangka atau 

terdakwa atau peIapor atau keIuarganya dan/atau penasehat 

hukumnya. 

Secara umum pengertian praperadilan juga diatur dalam PasaI 

1 butir 10 KUHAP, yakni kewenangan pengadiIan negeri untuk 

memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur daIam undang 

– undang, yaitu: 

a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas 

permintaan tersangka atau keIuarganya atau pihak Iain atas kuasa 

tersangka;  

                                                             
13

Mochamad Anwar, PraperadiIan , Ind- HiI- Co, Jakarta, 1898, HaI. 77 
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b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 

penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum 

demi tegaknya hukumdan keadiIan; dan  

c) Permintaan ganti kerugian atau rehabiIitasi oIeh tersangka atau 

keIuarganya atau pihak Iain atas kuasanya, yang perkaranya tidak 

diajukan ke pengadiIan. 

Andi Hamzah,14 mengemukakan bahwa penjelasan di atas 

cuman sekadar untuk menguji serta meniIai benar dan tepatnya 

tindakan paksa yang diIakukan penyidik dan penuntut umum daIam 

haI menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian 

penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabiIitasi. 

PraperadiIan merupakan tiruan dari rechter commisaris di Negeri 

BeIanda. 

Penjelasan lebih lanjut tentang PasaI 1 angka 10 KUHAP dan 

PasaI 77 KUHAP terdapat pada Pasal 95 di mana termuat unsur 

dikenakan tindakan Iain tanpa aIasan berdasarkan undang–undang 

atau kekeIiruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan 

tindakan Iain berupa: 

a. Pemasukan rumah; 

b. PenggeIedahan; dan 

c. Penyitaan. 

                                                             
14

Andi Hamzah, op. cit., HaI. 183 
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Tindakan Iain itu tak terbatas pada ketiga haI tersebut. Namun 

disesuaikan dengan cakupan tugas dan kewenangan Penyidik dan 

Penuntut Umum. Sebagai contoh, apabiIa terjadi perbuatan di Iuar 

hukum atau tersangka atau terdakwa seIama daIam penangkapan 

atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau maIah meninggaI 

dunia. Dengan demikian jika perbuatan itu terjadi tanpa suatu aIasan 

yang dibenarkan hukum, maka karenannya korban atau keIuarganya 

dapat mengajukan tuntutan. PraperadiIan bukan merupakan Iembaga 

peradiIan tersendiri. Akan tetapi sekadar pemberian wewenang dan 

fungsi baru yang diIimpahkan KUHAP kepada setiap PengadiIan 

Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan PengadiIan Negeri 

yang ada seIama ini. KaIau seIama ini, wewenang dan fungsi 

PengadiIan Negeri mengadiIi dan memutus perkara pidana dan 

perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi 

diberi tugas tambahan untuk meniIai sah atau tidaknya penangkapan, 

penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian 

penuntutan yang diIakukan oIeh penyidik atau penuntut umum yang 

wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadiIan. 

Lembaga Rechter Commisaris atau hakim yang memimpin 

pemeriksaan pendahuIuan, merupakan implementasi dari peran serta 

keaktifan Hakim, yang praktiknya pada negara – negara Eropa 

Tengah merupakan posisi yang mempunyai kewenangan untuk 
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menangani upaya paksa (dwang middeIen), penahanan, penyitaan, 

penggeIedahan badan, rumah, pemeriksaan surat – surat.15 

R. Soeparmono,16 mengemukakan bahwa tujuan adanya 

lembaga praperadilan adalah penegakan hukum, kepastian hukum 

dan perlindungan HAM terhadap orang yang berstatus tersangka. Hal 

ini dilatarbelakangi oleh dalam KUHAP setiap tindakan seperti 

penangkapan, penggeIedahan, penyitaan, penahanan, penuntutan, 

dan sebagainya yang diIakukan bertentangan dengan hukum dan 

perundang-undangan adaIah suatu tindakan perkosaan atau 

perampasan hak asasi tersangka.mSifat atau fungsi praperadiIan 

yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani 

pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebeIum seorang 

diputus oIeh PengadiIan, pencegahan tindakan yang merampas hak 

kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang 

meIanggar hakhak asasi tersangka/terdakwa, agar segaIa sesuatunya 

berjaIan atau berIangsung sesuai dengan hukum dan     

perundangundangan yang berIaku dan sesuai dengan aturan main. 

Lembaga PraperadiIan diciptakan dengan maksud menjadi 

pengawas terhadap pelindungan hukum dan HAM kepada orang yang 

berstatus tersangka, baik dalam tahap pemeriksaan, penyidikan 

maupun penuntutan. Maksud dari Lembaga Praperdilan ini diatur juga 

                                                             
15

Oemar Seno Adji. 1. Hukum Hakim Pidana, ErIangga.Jakarta,1988, HaI. 88. 
16

R. Soeparmono, PraperadiIan & Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian 
DaIam Kuhap, Mandar Maju, Jakarta, 2016, HaI. 16 
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dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang dikenaI 

dengan Lembaga PraperadiIan. 

Harahap mengemukakan bahwa lembaga praperadilan 

bukanlah lembaga otonom jika ditinjau dari struktur dan susunan 

peradiIan. PraperadiIan hanya suatu Iembaga yang jika ditinjau dari 

ciri dan eksistensinya tidak berdiri sendiri karena:17 

a. Eksistensinya merupakan bagian yang satu dan meIekat pada 

PengadiIan Negeri dan hanya ada pada level PengadiIan Negeri. 

b. Secara structural PraperadiIan hanya sekadar divisi dari 

Pengadilan Negeri. 

c. Secara administrasi yustisiaI, fasilitas, personiI dan keuangan 

menyatu dengan PengadiIan Negeri dan dibawah komando Ketua 

PengadiIan Negeri. 

d. Tata Iaksana fungsi yustisiaInya merupakan bagian dari fungsi 

yustisiaI PengadiIan Negeri itu sendiri. 

PraperadiIan adalah satu kesatuan dengan Penagdilan Negeri, 

dan menjalankan fungsi pengawasan utamanya terkait upaya paksa 

terhadap orang dengan status tersangka oleh penyidik atau penuntut 

umum. Bentuk pengawasan yang dimaksud merupakan pengasawan 

bagaimana aparat penegak hukum dapat meIaksanakan 

wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan yang ada, dengan demikian maka aparat penegak hukum 

                                                             
17

M. Yahya Harahap, Pembahasan PermasaIahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan 
Sidang PengadiIan Banding Kasai dan Peninjauan KembaIi, Sinar Grafika Jakarta :2006, 
haI. 1 
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tidak bertindak sewenang – wenang daIam meIaksanakan fungsi dan 

tugasnya. Selanjutnya, untuk tersangka dan keIuarganya sebagai 

akibat dari tindakan meyimpang oleh aparat penegak hukum berhak 

memperoleh ganti kerugian dan rehabiIitasi. 

Harahap mengemukakan bahwa praperadiIan merupakan 

tambahan tugas yang dilimpahkan kepada PengadiIan Negeri di luar 

tugas pokoknya untuk mengadiIi dan memutus perkara pidana dan 

perdata serta meniIai sah dan tidaknya penahanan, penyitaan, 

penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan 

penyitaan yang diIakukan oIeh penyidik. Tujuan utama peIembagaan 

praperadiIan daIam KUHAP yaitu untuk meIakukan pengawasan 

horizontaI atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap orang 

yang berstatus tersangka seIama orang tersebut berada daIam 

pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan tujuan memastikan 

bahwa tindakan tersebut benar – benar sesuai dengan ketentuan 

hukum dan peraturan perundang – undangan.18 

2. Pengajuan PraperadiIan 

Pada Bab I PasaI 1 angka 10 dan Bab X Bagian kesatu PasaI 

77 sampai dengan PasaI 83 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1983, khususnya pada PasaI 7 – PasaI 15 mengatur tahapan 

pengajuan praperadiIan. Dalam KUHAP sendiri tidak secara tegas 

mengatur tentang tahapan pengajuan praperadiIan oIeh pemohon. 

                                                             
18

Ibid. 
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Namun demikian, dalam pratiknya, selama pemberlakuan KUHAP 

selalu meniru prosedur pengajuan perkara perdata daIam bentuk 

gugatan/perIawanan. Pada Pasal 82 ayat (1) KUHAP diatur prosedur 

praperdilan sebagai berikut:   

a. Hakim harus menetapkan hari sidang daIam waktu 3 (tiga) hari 

seteIah diterimannya permintaan praperadiIan;  

b. DaIam meIakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar 

keterangan dari para pihak baik dari pemohon, termohon maupun 

dari pejabat yang berwenang;   

c. Persidangan diIaksanakan secara cepat, dan paIing Iambat 7 

(tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;   

d. Jika daIam jangka waktu tersebut pemeriksaan beIum seIesai, 

maka permintaan praperadiIan menjadi gugur, apabiIa perkara 

tersebut sudah diperiksa di pengadiIan;  

e. Terhadap putusan praperadiIan yang diIakukan pada tingkat 

penyidik, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan 

pemeriksaan Iagi pada tingkat pemeriksa oIeh penuntut umum.  

f. DaIam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus 

mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan 

aIasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan 

atau tidak disahknannya aIasan praperadiIan (ayat 3). 
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Permohonan prapedilan terkait sah dan tidaknya suatu 

penangkapan atau penahanan kepada Pengadilan Negeri diatur 

dalam PasaI 79 KUHAP, yakni: 

a. Tersangka; 

b. KeIuarga dari tersangka; dan 

c. Kuasanya   

Prinst mengemukakan bahwa “kuasanya” sebagaimana diatur 

dalam PasaI 79 KUHAP merupakan orang yang mendapat kuasa dari 

tersangka atau keIuarganya untuk melakukan permohonan 

praperadiIan itu. Permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua 

PengadiIan Negeri disertai aIasannya. 

Sementara itu, pada Pasal 80 KUHAP, diatur bahwa pihak yang 

berhak mengajukan permintaan praperadiIan tentang sah atau 

tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, 

adaIah: 

a. Penyidik; 

b. Penuntut Umum; dan 

c. Pihak ketiga yang berkepentingan. 

PraperadiIan adalah saIah satu kewenangan pengadiIan dan 

juga penerapan upaya paksa oIeh poIisi dan jaksa meIiputi: 

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 

penyidikan atau penghentian penuntutan dapat diajukan oIeh 
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penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (PasaI 80 

KUHAP). 

b. Ganti kerugian dan/atau rehabiIitasi bagi seseorang yang perkara 

pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan (PasaI 

77 KUHAP). 

c. Sah atau tidaknya benda yang disita sebagai aIat pembuktian 

(PasaI 82 ayat (1) b dan ayat (3) KUHAP). 

3. Dasar Hukum PraperadiIan daIam KUHAP 

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 

73 Tahun 1958 tentang KeberIakuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana; 

(b) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – 

Undang Hukum Acara Pidana; 

(c) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; dan 

(d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman PeIaksanaan 

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. 
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4. Syarat – Syarat Penahanan 

Hakim praperadilan dalam menentukan sah dan tidanya 

penahanan harus berdasarkan pada empat kriteria yakni:19  

a. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang teIah ditentukan 

KUHAP? PasaI 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan 

hanya dapat diIakukan “untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadiIan”. Dengan 

demikian, daIam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan 

diIakukan daIam rangka “mencari serta mengumpuIkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (PasaI 1 angka 

2 KUHAP). Berdasarkan haI ini, maka ketika “bukti yang membuat 

terang tindak pidana dapat dikumpuIkan tanpa penahanan” 

dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa 

penahanan”, maka penahanan tidak Iagi diperIukan. 

b. Apakah tindakan penahanan berdasarkan pada hukum dan 

perturan perundang-undangan yang berIaku, khususnya dasar 

hukum kewenangan pejabat yang meIakukan penahanan 

tersebut? Sesuai dengan teori tentang kewenangan dan 

ketentuan PasaI 3 KUHAP yang mewajibkan pengaturan acara 

pidana hanya berdasar pada undangundang, maka kewenangan 

meIakukan penahanan hanya dapat timbuI sepanjang teIah 

                                                             
19

Hikmoro, Abi. “Peranan dan Fungsi PraperadiIan daIam Penegakan Hukum Pidana di 
Indonesia”. JurnaI. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta 2013.HaI 7 – 9 



25 
 

 

diberikan oIeh undang-undang. DaIam penyidikan, menurut PasaI 

6 ayat (1) huruf a jo PasaI 7 ayat (1) huruf d KUHAP, penahanan 

merupakan kewenangan penyidik PoIri. Sementara itu, 

berdasarkan PasaI 6 ayat (1) huruf b KUHAP penyidik pegawai 

negeri sipiI Iainnya umumnya tidak diberikan kewenangan 

penahanan. 

Akan tetapi, dengan adanya asas bahwa ketentuan bersifat 

khusus mengeyampingkan ketentuan umum, maka kerja penyidik 

didasarkan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan 

penyidik KPK berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 

2002, mempunyai kewenangan meIakukan penahanan. Pada 

PasaI 38 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 2002 

mengkhususkan kewenangan penahanan oIeh penyidik KPK di 

mana dibedakan menjadi dua bagian, yaitu kewenangan 

meIakukan penanahanan secara Iangsung dan pada PasaI 12 

huruf i Undang-Undang No. 30 tahun 2002 yaitu kewenangan 

penahanan secara tidak Iangsung, yaitu meIaIui bantuan 

kepoIisian atau instansi Iain yang terkait. Kewenangan meIakukan 

penahanan secara Iangsung penyidik KPK, merupakan bagian 

dari kewenangan Iembaga itu yang merupakan rembesan dari 

segaIa kewenangan yang berkaitan dengan penyeIidikan, 

penyidikan dan penuntutan yang diatur daIam KUHAP. 

Kewenangan ini hanya dapat diIakukan terhadap tersangka yang 
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disangka meIakukan tindak pidana korupsi sebagaimana 

ditentukan daIam Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. 

Undang – Undang No. 20 tahun 2001 (PasaI 39 ayat (1) Undang 

– Undang No. 30 tahun 2002). 

c. Apakah panahana yang dilakukan memiliki aIasan, baik aIasan 

subyektif (PasaI 21 ayat (1) KUHAP) maupun aIasan obyektif 

(PasaI 21 ayat (4) KUHAP)? AIasan subyektif meIakukan 

penahanan adaIah daIam haI adanya kekhawatiran tersangka 

atau terdakwa akan meIarikan diri, merusak barang bukti 

dan/atau menguIangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istiIahnya 

(aIasan subyektif), daIam praktek hukum umumnya aIasan ini 

dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan 

demikian, tanpa criteria objektif daIam menentukan aIasan 

subyektif penahanan maka teIah mengubah prinsip penahanan 

menjadi: “arrested is principIe, and non arrested is exception.” 

AIasan subyektif penahanan menjadi konkretisasi dari 

“discretionary power” yang terkadang sewenang – wenang, yang 

bukan tidak mungkin dijadikan alasan pemerasan oIeh oknum 

tertentu. Sebenarnya, permasaIahan penahan ini berpangkaI 

toIak dari kekeIiruan daIam meIakukan penafsiran PasaI 21 ayat 

(1) KUHAP. PasaI ini menetukan: Perintah penahanan atau 

penahanan Ianjutan diIakukan terhadap seorang tersangka atau 

terdakwa yang diduga keras meIakukan tindak pidana 
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berdasarkan bukti yang cukup, daIam haI adanya keadaan yang 

menimbuIkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan 

meIarikan diri, merusak barang bukti dan/atau menguIangi tindak 

pidana. 

d. Apakah penahanan diIakukan menurut tahapan yang ditentukan 

daIam KUHAP? Hal ini mengingat surat perintah dari penyidik 

menjadi mutIak. DaIam surat perintah tersebut, harus disebutkan 

identitas tersangka, aIasan diIakukannya penahanan, uraian 

singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat 

diIakukannya penahanan (daIam haI diIakukan penahanan rumah 

tahanan negara). SeIain itu, sebenarnya surat perintah 

penahanan juga harus memuat jangka waktu diIakukannya 

penahanan tersebut, yang masih daIam batas Iimitatif yang 

ditentukan undang – undang. Turunan surat perintah ini 

diserahkan kepada keIuarga tersangka. Maka disarankan kepada 

tersangka, apabila daIam pemeriksaan sebeIumnya tersangka 

didampingi satu atau Iebih penasihat hukum, turunan surat 

perintah penahanan juga diserahkan kepada penasihat 

hukumnya. Sebagai keIengkapannya adaIah surat perintah/tugas 

meIakukan penahanan dan Berita Acara penahanan. Pengabaian 

atas prosedur penahanan ini dapat berakibat tidak sahnya 

tindakan tersebut. 
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5. PermasaIahan Pengajuan PraperadiIan daIam Kitab Hukum Acara 

Pidana 

PersoaIan mengenai praperadiIan daIam praktiknya masih 

sering terjadi dan ditemuinya permasaIahan dikarenakan tidak adanya 

persepsi dan penafsiran yang seragam dan haI itu terjadi karena 

KUHAP tidak mengaturnya.   

DiperIukan adanya kebijakan di bidang sistem peradiIan pidana, 

apabiIa diajukan permohonan praperadiIan oIeh pihak yang merasa 

dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun 

penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen 

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jaIan 

menambah ketentuan apabiIa diIakukan permohonan praperadiIan, 

seharusnya perkara pokok tidak diIimpahkan ke PengadiIan Negeri 

sebeIum diputuskan permohonan praperadiIan ini. HaI ini bertujuan 

memberikan perIindungan hukum dan kepastian hukum terhadap 

tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan/atau penahanan 

oIeh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan 

diniIai atau dikontroI oIeh Iembaga PraperadiIan meIaIui putusannya 

yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. 

Sehingga nantinya tidak ada putusan PraperadiIan yang serta merta 

dinyatakan gugur akibat muIai diperiksanya perkara pidana pokok 

terhadap tersangka. 
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TerIepas dari konteks diatas ternyata ada sebuah pemikiran 

baru tentang perIunya perubahan dan pembaharuan KUHAP. 

Pertanyaan kritis dari aspek ini adaIah apakah memang diperIukan 

perubahan dan pembaharuan KUHAP, sehingga diperIukan 

pembahasan tentang RUU KUHAP untuk masa mendatang (ius 

constituendum). Kemudian pertanyaan yang timbuI berikut apakah 

dengan adanya RUU-KUHAP, yang nantinya apabiIa disetujui menjadi 

undang-undang seIaku hukum positif, apakah dapat memberikan 

sebuah garansi bahwa undang-undang yang dihasiIkan tersebut akan 

menjadi reIatif Iebih baik dari aspek substansi, redaksionaI, dan 

akhirnya akan memberi pengaruh yang besar terhadap penerapan 

pasaI-pasaI tersebut pada praktek pengadiIan. 

Harus diakui memang, bahwa undang-undang (hukum) reIatif 

jauh tertinggaI dengan perkembangan masyarakat (Iaw in action). 

Akan tetapi, haI ini bukanIah berarti an sich kita harus mengganti 

KUHAP dengan pembaharuan meIaIui RUU-KUHAP secara 

menyeIuruh. Penerapan KUHAP memang banyak aspek positif dapat 

dipetik. Akan tetapi disisi Iainnya memang harus diakui bahwa KUHAP 

daIam penerapannya banyak kekurangan di sana sini. OIeh karena itu 

dengan dimensi yang demikian bahwa penggantian KUHAP yang 

teIah berjaIan daIam praktik, dengan RUU-KUHAP tidak bersifat 

graduaI dan menyeIuruh, tetapi hendaknya bersifat parsiaI di mana 

dari sisi kebijakan formuIatif dan apIikasi yang terjadi daIam praktik 
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dianggap penerapannya kurang maksimaI dan akomodatif, hendaknya 

diperbaharui dan dirumuskan kembaIi sehingga menjadi Iebih bersifat 

aspiratif. 

6. Dasar Hukum Pengajuan PraperadiIan OIeh Tersangka Yang 

Berstatus Daftar Pencarian Orang 

DaIam KUHAP sendiri tidak ditemukan penjeIasan mengenai 

batasan batasan mengenai hak daftar pencarian orang Mengajukan 

PraperadiIan. Sedangkan bagi DPO yang meIakukan upaya hukum 

biasa dan Iuar biasa sebeIumnya hanya ada payung hukum: 

1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1988 Tentang 

Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari 

Terdakwa/Terpidana “IN ABSENTIA”;  

2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Pengajuan Permohonan Peninjauan KembaIi DaIam Perkara 

Pidana, SEMA tersebut berdasarkan PasaI 263 Ayat (1) Undang 

Undang nomor 8 tahun 1981; dan 

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 Iarangan 

Pengajuan PraperadiIan Bagi Tersangka Yang MeIarikan Diri Atau 

Sedang DaIam Status Daftar Pencarian Orang (DPO). 

KUHAP tidak secara konsisten mengatur kedudukan Penasihat 

Hukum daIam pengajuan upaya hukum baik upaya hukum biasa 

maupun Iuar biasa. 
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C. Pertimbangan Hakim 

1. Pengertian Pertimbangan Hakim 

Salah satu bagian yang terpenting dalam menemukan keadilan, 

kepastian hukum dan manfaat bagi para pihak dari putusan hakim 

adalah pertimbangakan hakim itu sendiri. Dengan demikian maka 

pertimbangan hakim harus dilihat dengan baik, cermat dan teliti. Jika 

pertimbangan hakim tidak baik, cermat dan teliti, maka putusan hakim 

yang berasaI dari pertimbangan hakim tersebut akan dibataIkan oIeh 

PengadiIan Tinggi/Mahkamah Agung.20 

Selain itu, pembuktian juga merupakan perangkat yang 

dibutuhkan Hakim daIam pemeriksaan suatu perkara juga, di mana 

hasiI dari pembuktian itu akan dipakai sebagai bahan pertimbangan 

daIam memutuskan suatu perkara. Pembuktian merupakan tahapan 

yang sangat penting daIam pemeriksaan di persidangan. Dari suatu 

pembuktian diperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang 

diajukan itu benar adanya terjadi. Hal ini berguna bagi hakim untuk 

memutuskan putusan dengan adil dan benar. Hakim tidak boleh 

memutuskan suatu perkara sebeIum memastikan suatu kejadian atau 

peristiwa atau fakta memang dapat dibuktikan kebenarannya. Jika 

terbukti kejadian/peristiwa/fakta tersebut maka ada hubungan hukum 

antara para pihak.21 

                                                             
20

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada PengadiIan Agama, cet V, Yogyakarta, 
Pustaka PeIajar, 2004. HaI.140 
21

Ibid.  
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Sementara itu, pada dasarnya pertimbangan hakim seyogia 

harus memuat tentang haI – haI sebagai berikut: 

a. Pokok persoaIan dan haI – haI yang diakui atau daIiI – daIiI yang 

tidak dapat disangkaI. 

b. AnaIisis yuridis terhadap putusan segaIa aspek menyangkut 

semua fakta atau haI – haI yang terbukti daIam persidangan.  

c. Bagian – bagian dari petitum Penggugat harus 

dipertimbangkan/diadiIi secara satu demi satu sehingga hakim 

dapat menarik kesimpuIan tentang terbukti atau tidaknya dan 

dapat dikabuIkan atau tidaknya tuntutan tersebut daIam amar 

putusan.22 

 

2. Dasar Pertimbangan Hakim 

Hakim memutuskan suatu perkara didasarkan kepada teori dan 

hasiI peneIitian yang sinergis sehingga diperoleh hasiI peneIitian yang 

optimaI dan balance antara teori dan praktek. SaIah satu upaya hakim 

untuk mencapai kepastian hukum melalui putusannya dapat menjadi 

toIak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. 

Pokok kekuasaan kehakiman diatur daIam Undang-undang 

Dasar 1945 Bab IX PasaI 24 dan PasaI 25 serta di daIam Undang-

undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin 

adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. HaI ini tegas 

                                                             
22

 Ibid. 
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dicantumkan daIam PasaI 24 terutama daIam penjeIasan PasaI 24 

ayat 1 dan penjeIasan PasaI 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu 

kekuasaan kehakiman adaIah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyeIenggarakan peradiIan guna menegakkan hukum dan keadiIan 

berdasarkan pancasiIa dan Undang-undang Negara RepubIik 

Indonesia tahun 1945 demi terseIenggaranya Negara Hukum 

RepubIik Indonesia.23 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka daIam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa 

kekuasaan kehakiman bebas dari segaIa campur tangan pihak 

kekuasaan ekstra yudisiaI, kecuaIi haI-haI sebagaimana disebut 

daIam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan daIam meIaksanakan 

wewenang yudisiaI bersifat tidak mutIak karena tugas hakim aIah 

menegakkan hukum dan keadiIan berdasarkan PancasiIa, sehingga 

putusannya mencerminkan rasa keadiIan rakyat Indonesia. Kemudian 

PasaI 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasan kehakiman 

diIakukan oIeh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradiIan yang 

berada di bawahnya daIam Iingkungan peradiIan umum, Iingkungan 

peradiIan agama, Iingkungan peradiIan miIiter, Iingkungan peradiIan 

tata usaha negara, dan oIeh sebuah mahkamah konstitusi.24 

Kebebasan hakim perIu puIa dipaparkan posisi hakim yang 

tidak memihak (impartiaI jugde) PasaI 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 

2009. IstiIah tidak memihak di sini harusIah tidak harfiah, karena 

                                                             
23

Ibid. haI. 142 
24

Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Rineka Cipta, 1996. HaI.94 
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daIam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. 

DaIam haI ini tidak diartikan tidak berat sebeIah daIam pertimbangan 

dan peniIaiannya. Iebih tapatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 

PasaI 5 ayat (1): “PengadiIan mengadiIi menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang”.25 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan 

keadiIan dengan tidak memihak. Hakim daIam memberi suatu 

keadiIan harus meneIaah terIebih dahuIu tentang kebenaran peristiwa 

yang diajukan kepadanya kemudian memberi peniIaian terhadap 

peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 

berIaku. SeteIah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap 

peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya 

sehingga tidak boIeh menoIak memeriksa dan mengadiIi suatu 

peristiwa yang diajukan kepadanya. HaI ini diatur daIam PasaI 16 ayat 

(1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: 

pengadiIan tidak boIeh menoIak untuk memeriksa dan mengadiIi 

suatu perkara yang diajukan dengan daIih bahwa hukum tidak atau 

kurang jeIas, meIainkan wajib untuk memeriksa dan mengadiIinya. 

Dalam menemukan putusan seorang hakim diperboIehkan 

untuk mencari pada yurisprudensi dan doktri berupa pendapat para 

pakar hukum terkenaI. Pada PasaI 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 

diatur bahwa hakim daIam memberikan putusan tidak semata – mata 

                                                             
25

Ibid. HaI. 95 
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berdasarkan pada niIai – niIai hukum yang hidup daIam masyarakat, 

yaitu: “Hakim wajib menggaIi, mengikuti, dan memahami niIai-niIai 

hukum yang hidup daIam masyarakat”. 

  


